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SALINAN

BUPATI BULELING

\lnimbang

Mengingat

PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR  33: TAIUN 2012
TENTANG

PELAKSANAAN PARKIR DITEPHIALAN UMUM DAN
TEMPAT KHUSUS PARKIR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BULELENG,

a. bahwa untuk menciptakan keamanan, kenyamanan dan kelancaran arus
lalu lintas pengguna jalan dan fasilitas parkir dipandang perlu untuk
mengatur pelaksanaan parkir di tepi jalan umum dan ditempat khusus
parkir;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 2 Peraturan Daerah
Kabupaten Buleleng Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan
Parkir Tepi Jalan Umum dan Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten
Buleleng Nomor 27 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus
Parkir. '

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan
huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Buleleng tentang
Pelaksanaan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir.

l. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah
— daerah Tingkat II dalam Wilayah — Wilayah Daerah Tingkat I Bali,
Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1655 ),

2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 ;
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. ‘Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 96; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5049), ‘

4, Undang - Undang Nomor 28 Tuhun 2009 Tentang Pajuk Dacrah dan
Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia: Nomor

5049),
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S Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang Undangan  (Lembaran  Negara  Republik
lndonesin Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomaor 5234),

Peraturan Dacrah Kabupaten Buleleng Nomor 22 Tahun 2011 tentang
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.(Lembaran Dacrah
‘Kabupaten Buleleng Tahun 2011 Nomor 22; Tambahan Lembaran

Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 19);

7. Peraturan Dacrah Kabupaten Buleleng Nomor 27 Tahun 2011 tentang
Retribusi Tempat Khusus Parkir.(Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng
Tahun 2011 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Buleleng Nomor 24);

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI BULELENG TENTANG PELAKSANAAN
PARKIR DITEPI JALAN UMUM DAN TEMPAT KHUSUS PARKIR.
BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten
Buleleng sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah

3 Bupati adalah Bupati Buleleng..

4 Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan bermotor yang
bersifat sementara.

5 Parkir Tepi Jalan Umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan
umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng

6 Tempat Khusus Parkir adalah tempat yang secara khusus disediakan atau
dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng yang meliputi
pelataran/lingkungan parkir, tempat parkir, dan gedung parkiy.

7. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakan oleh peralatan
teknik yang berada pada kendaraan itu termasuk kendaraan gandengan
atau kereta tempelan yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor.

8 Retribusi parkir tepi jalan umum adalah dipungut retribusi atas jasa
pelayanan parkir yang diselenggarakan di tepi jalan umum.

9. Retribusi tempat khusus parkir yang selanjutnya disebut retribusi adalah
pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir '_vzmg Khusus
disediakan , dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah , tidak
termasuk yang disediakan dan dikelola oleh perusahan daerah dan pihak
swasta.

Pasal 2

Menunjuk Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng sebagai Pengelola dan
Pemungut Retribusi Parkir Kabupaten Buleleng.

Pasal 3

‘

(1) Untak memperlancar pengeloluan dan pemungutan retribusi — parkir
scbagaimana  dimaksud dalam Pasal 2 maka Dinas Perhubungan
Kabupaten Buleleng dapat menunjuk petugas parkir.
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2)Petugas Parkir dimaksud ayat ( 1) mmempunyai tugas sebagai berikut :
( punyal tug

a. Menata dan mengatur setiap kendaraan Roda 2 dan Roda 4 yang
melakukan parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir.

b.  Melaksanakan Pemungutan Retribusi  Parkir sesuai dengan
Peraturan yang berlaku.

Menyetorkan hasil pungutan retribusinya secara bruto dalam waktu
1 x 24 jam ke Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng.

C.

BAB II
HAK DAN KEWAJIBAN ‘

Pasal 4

(1) Petugas parkir diwajibkan melaksanakan tugas di wilayallm tugas/ lokasi
masing — masing yang telah ditetapkan dengan penuh tanggung jawab.

(2) Petugas parkir diwajibkan memakai pakaian kerja yang telah ditetapkan
oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng.

(3) Petugas Parkir di Tepi Jalan Umum berhak mendapatkan upah pungut
sebesar 30% (tiga puluh persen)dari setoran bruto.

(4) PetugasTempat Khusus Parkir pada kawasan wisata berhak mendapat
upah pungut sebesar 50% ( lima puluh persen )dari setoran bruto, dan
pada Pelataran / Lingkungan mendapat upah pungut sebesar 30% ( tiga
puluh persen ) dari setoran bruto.

Pasal 5

Mewajibkan kepada pemilik kendaraan Roda 2 dan Roda 4 Parkir di Tepi
Jalan Umum dan Parkir di tempat khusus untuk mengunci kendaraan atau
pintu kendaraan dan membawa barang - barang yang ada di kendaraan dan
helm karena resiko yang terjadi seperti kehilangan dan kerusakan
ditanggung oleh pemilik kendaraan.

Pasal 6

Pemerintah Kabupaten Buleleng dan petugas parkir tidak bertanggung
jawab terhadap segala kehilangan dan kerusakan kendaraan atau barang
yang ada di tempat parkir,

Pasal 7
Dengan ditetapkannya peraturan ini  maka Keputusan Bupati Buleleng

Nomor . 529 Tahun 2002 dan Keputusan Bupati Buleleng Nomor 582
Tahun 2003 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
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BAB I

PENUTUP
I'usal §

e X 0 ' '

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diumumkan,

:‘\z.::u‘ setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman peraturan
i dengan penempatannya dalam berita daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di : Singaraja
pada tangzal - 10 September 2012

BUPATI BULELENG,

ttd
PUTU AGUS SURADNYAMA

Dipmumbkan di: Singaraja
pada tanggal : 10 September 2012

SEERETARIS DAFFAH KABUPATEN BULELENG,

ttd
DEWAEETUT PUSPAKA
BERITADAERAH EABUPATEN BULELENG TAHUN 2012 NOMOE.

Salinan sesuai azlinya
Kepala Bagian Huloum,

ttd

hiade Bavu Wannein S H . AMH.
NIE 198107148 200803 1 001
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